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INTI SARI

Guna mewujudkan pelaksanaan .otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab, Pemerintah telah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didukung dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah
tersebut perlu diupayakan peningkatan pendapatan daerah yang bersangkutan.
Upaya peningkatan pendapatan daerah dari bagi hasil pajak diantaranya melalui
peningkatan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi
penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi peningkatan
pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode deskriptif. Data pendapatan daerah dan penerimaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan selama tiga tahun anggaran dikelompokkan dalam
bentuk tabel dan berdasarkan tabel tersebut data dideskripsikan dan disajikan
dalam bentuk kalimat.

Dari hasil perhitungan ternyata pendapatan daerah Kabupaten
Bojonegoro  selama tahun anggaran 1998/1999 hingga 2000 tidak selalu
mengalami peningkatan atau melampaui target. Pada tahun anggaran 1999/2000
hanya terealisasi sebesar 93,90 % dari target yang ditetapkan. Sedangkan jumlah
penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap tahun anggaran
selalu mengalami peningkatan dan melampaui target yang ditetapkan. Penerimaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama tiga tahun anggaran
tersebut ternyata hanya memberi kontribusi pada pendapatan daerah Kabupaten
Bojonegoro sebesar Rp. 456.061.678,- atan 0,14 % dari jumlah pendapatan daerah
Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 317.748.860.400,79. Kecilnya jumlah
penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut disebabkan
oleh 93,49 % perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Bojonegoro
nilainya lebih kecil dari Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(kurang dari Rp. 30.000.000,-) sehingga perolehan hak atas tanah dan bangunan
tersebut tidak kena pajak.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia sudah selayaknya
diisi dengan pembangunan nasional. Supaya lebih terarah dan terencana,
pembangunan nasional tersebut dilaksanakan melalui tahap-tahap yang dikenal
dengan Program Pembangunan Nasionali Lima Tahun (PROPENAS) atau pada
masa lalu lebih dikenal dengan sebutalil Rencana Pembangunan Lima Tahun
(REPELITA).

Pelaksanaan pembangunan memerlukan pembiayaan yang cukup besar.
Sumber pembiayaan pembangunan tersebut diutamakan dari dalam negeri baik
berupa tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat, serta sumber bantuan
dari luar negeri yang merupakan pelengkap seperti dinyatakan dalam Garis-Garis
Besar Haluan Negara Tahun 1998 Bab III huruf F angka 9 yaitu :

Dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber
kemampuan sendiri. Sumber dana luar negeri yang masih diperlukan
merupakan pelengkap dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam
pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterikatan serta campur tangan
asing. (Anonim, 1998:35)

Tabungan nasional yang meliputi tabungan pemerintah dan masyarakat

perlu ditingkatkan melalui peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal

dari sumber non migas. Sehubungan dengan itu, sumber-sumber dana

pembangunan yang ada perlu dikelola dan dikembangkan sebaik mungkin untuk



memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, khususnya untuk pembangunan
yang dibiayai negara.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan rutin maupun pembangunan
dituangkan dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja. Pada tingkat pusat
dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pada tingkat
daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penggalian dan pengerahan sumber penerimaan dalam negeri terutama
dari pajak, perlu ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan dengan tetap
memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat dan dunia
usaha. Sumber pendapatan lainnya yaitu dari penerimaan negara bukan pajak
melalui penerimaan dari departemen dan lembaga non departemen, dan dari
bagian pemerintah atas laba usaha negara.

Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan di daerah,
pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Inti dari Undang-Undang tersebut adalah pembentukan daerah otonom
yang bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah,
agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan di daerah. Sehubungan
dengan ini Kansil berpendapat :

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan

daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan
pembangunan. (C.S.T. Kansil, 1991:117).



Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan
pemerintahan di daerah, mencakup semua kewenangan bidang pemerintah,
kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keluasan otonomi
mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan
pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian,
dan evaluasi.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan
pembiayaan atau dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan tersebut
diutamakan dari pendapatan asli daerah dan juga berasal dari perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam hal ini Kansil berpendapat :

Agar supaya Daerah dapat menéurus rumah-tangganya sendiri dengan

sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan
yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber-sumber
pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah, maka kepada Daerah diwajibkan
untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (C.S.T. Kansil, 1991:119).

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan
bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana
perimbangan, pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dana perimbangan tersebut diatur tersendiri dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana



Perimbangan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut dinyatakan
bahwa dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari
bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan
dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama
lain, mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan
melengkapi.

Sebagai dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 1998.
Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan”Bangunan.

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat
digunakan sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah. Hal ini
dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997,
bahwa hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan
penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilakukan perimbangan sebesar 20%






